
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (l..embaran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 .. Undang- 
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II term.asuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 1821); 

Mengingat 

a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka perlu 
mengatur Pedom.an Telmis Penyusunan dan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (APBDesa) 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016; 

Menimbang · 

BUPATI LAllPUllG SBLATAlf, 

TEllTAlfG 
PBDOKAR TBKIUS PERYUSUllAll DAii PBLAKSAKAAll 

AlfGGARAll PERDAPATAll DAii BBLAllJA DBS.A (APBDe•) 
KABUPATBII LUIPUlfG SELA.TAii TAllUll 2016 

PROVllfSI LAMPURG 
PBRATURAll BUPATI LAllPU1'G SBLATAll 

IIOMOR ·? TAH1J1f 2016 

BU PAT I LAMPUNG SELATAN 



J. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kiabupaten Lam.pung Selatan Nomor 1 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2015 Nomor l, Tambahan Lembaran 
Dearah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1); 

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247 /PMK.07 /2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi Dana Desa. 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Dese. Tahun 2016 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa, 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 Tentang Dana Desa yang Bersum.ber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5694}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung 

Sela tan. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Lampung Selatan. 
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan t.ahunan pemerintahan desa di Kabupaten 
Lampung Selatan. 

9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan 
desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan cligunakan untuk 
memba.yar seluruh pengeluaran desa pa.da bank yang t.elah dit.etapkan. 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA ad.alah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut 
PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PI'PKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

14. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan 
bidangnya. 

15. Bendahara adalah stafUrusan Keuangan untuk menatausahakan keuangan 
desa. 

BABI 
KETEKTUAlf UllUll 

Pasal 1 

llEllUTUSKA1' : 

PBRATURA!f BUPATI TBRTAlfG PBDOllAlf TBKIOS 
PBBYUSU1'AB DAB PBLAKBARAAR AllOOARAll PBWDAPATAB 
DAB BELAllJA DBSA. (APBI>naJ KABUPATBR LAllPUllG 
SELA.TAii TAHU1' 2016. 

Menetapkan 

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016. 

17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun Anggaran 2016; 

16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus masuk/ disetorkan 
ke rekening kas desa. 

Pendapatan Desa meliputi : 
a. Pendapatan Asli Desa (PAD); 
b. Alokasi Dana Desa (ADD); 
c. Dana Desa {DD); 
d. Bagi basil pajak Daerah dan Retribusi; 
e. Batuan Keuangan dari APBD Provinsi; 
f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten; 
g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat d.ari pihak ketiga; dan 
h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Pasal 4 

Bagian Ke•tu 
Pendapatan De• 

Pasal 3 

BABm 
POKOK-POKOK KEBIJAKAll PEJIYUSUBAll .APBDea 

(2) APBDes disusun oleh Kepala Desa serta dibahas dan disepakati bersarna 
Badan Permusyawatan Desa. 

( 1) APBDes disusun berdasarkan pada : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ; dan 
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

Pasal 2 

BABU 
DASAR PERYUSUllAJI APBDea • 

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah pendapatan desa yang 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

18. Pemilihan Kepala Desa. adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa. dalam 
rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil. 

19. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditc:tapkan 
secara demokratis. 

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah lembaga 
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 



Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Pernbangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan 
Kemasyarakatan dapat berkoordinasi/konsultasi serta melibatkan SKPD terkait 
sesuai dengan tupoksinya. 

Bagia.n Keempat 
Koordtnaai clan Konsultasi Program/Keglatan 

Pasal 8 

SiLPA Tahun 2015 wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan 
peruntukannya dalam APBDesa Tahun 2016. 

Bagian Ketlga. 
Silsa Leblh Perhitnnpn Angaran (SILPA) 

Pasal 7 

(2) Rekening Kegiatan dan jenis-jenis kegiatan dalam penyusunan APBDesa 
sebagaimana terlampir 

[I] Pendapatan desa yang berasal dari ADD dan DD digunakan untuk: 
a. penyelenggaraan pemerintahan desa.; 
b. pelaksanaan pembangunan desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan desa; 
d. pemberdayaan masyarakat desa; dan 
e. belanja tak terduga. 

(2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a antara lain untuk membiayai: 
a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 
b. honorarium bendahara pengeluaran dan bendahara barang. 
c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 
e. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan 
f. operasional pemerintah desa. 

(3) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 
berskala desa dibidang: 
a. pembangunan desa; dan 
b. pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Pembangunan Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difolruskan 
pada Infrastuktur Desa. antara lain Pembangunan Jalan dan Jembatan. 

(5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
difokuskan pada pengembangan dan pembentukan usaha ekonomi produktif. 

(6) Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk Pembangunan Kantor dan Balai 
Desa serta Harl Ulang Tahun (HUT) Desa. 

Pasal 6 
( 1 )Belanja desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pagu tertinggi 

termasuk pajak. 

Pasal 5 

Bagiaa Kedua 
BelaDJaDe• 



(1) Penga.daan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 13 

(2) Tata cara pengadaan barang/ jasa berpedoman pada Peraturan Bupati ten tang 
Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa. 

(3) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya pembangunan infrastruktur 
berpedoman pada Analisa Kebutuhan Material dan Upah sebagaimana 
terlampir. 

(1) Standar biaya Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peneta.pan Stander 
Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 

Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap 
tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 

BagiaD KetaJuh 
Pengadaan Baraq/ J- 

Pasal 11 

(3) Biaya operasional penunjang kegiatan maksimal 5 % (lima persen) untuk 
kegiatan fieik dan maksimal 2,5 o/o (dua setengah persen] untuk kegiatan non 
fisik dari pagu anggaran kegiatan. 

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pembangu.nan desa, pemberdayaan masyarakat desa clan pembinaan 
masyarakat desa dapat dianggarkan biaya operasional penunjang kegiatan. 

(2) Biaya operasional penunjang kegiatan antara lain terdiri dari honor pelaksana 
teknis kegiatan, honorarium tim/ panitia, pengadaan ATK, biaya perjalanan 
dinas, photo copy, cetak dan penggandaan, makan/minum serta biaya 
perencanaan desain & RAB lnfrastruktur. 

Pasal 10 

Bagian Keenam 
Blaya Penanjang Keglatan 

(1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan/Pergantian Antar Waktu Kepala Desa dapat 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan/Pergantian Antar Waktu Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi atau sama dengan 
alokasi dana dari APBD. 

Pasal 9 

Bagian K.ellma 
Penyele:ngpraan Pemlllhan/Perpntian Antar Wakta Kepala De• 



(4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Aparat desa dengan status penjabat/penjabat sementara/pelaksana harian 
memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Untuk mengantisipasi perubahan struktur jumlah kasi/kaur, maka 
perhitungan honorarium dialokasikan untuk 6 (enam) pejabat (3 (tiga) kasi 
dan 3 (tiga) kaur). 

(1) Aparat desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan. 

Pasal 16 

Bag.Ian Keeembllaa 
Penghaailan Tetap clan TaDjaDpa Aparat Dea 

(3) Pembayaran luran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilalrukan setelah 
peserta terdaftar dalam keikutsertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

(4) Besaran iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana terlampir 

(2) Mekanisme keikutsertaan dalam jaminan pemelihara.an kesehatan mengikuti 
ketentuan yang berlaku. 

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi/Kaur diberikan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan. 

Pasal 15 

Raglan Kedelapaa 
Jamina.n Pemellharaan Keaehatan 

( 1) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 13 dapat 
diberikan honorarium, dengan rincian besaran sebagai berikut: 
a. Ketua, setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,-/kegiatan; 
b. Sekretaris, setinggi-tingginya sebesar Rp. 65.000,-/kegiatan; dan 
c. anggota, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000,-/kegiatan. 

(2) Alokasi anggaran honorarium tim pengelolan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berasal dari angga.ran kegiatan. 

Pasal 14 

(4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 

(5) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana di.maksud pada ayat (2) berjumlah ganjil 
paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bukan 
PTPKD. 

(2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. unsur pemerintah Desa; dan 
b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa. 



(1) Aparatur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan yang 
melaksanakan kegiatan diluar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas. 

Baglaa Ketlp Belu 
Blaya Perjalanan Dina clan Baatuan Balum Baker lllayak (BBll) 

Pasal 20 

(4) Kasi/Kaur sebagai pelaksana teknis kegiatan yang mengelola kegiatan lebih 
dari 1 (satu) maka hanya memperoleh 1 (satu) honorarium. 

(5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran ini. 

(3) Honorarium Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran kegiatan. 

(2) Honorarium Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan 
Desa, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

( 1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelola Keuangan Desa, 
Bendahara Pengeluaran/Penerima, Bendahara Barang dan Kasi/Kaur sebagai 
Pelaksana Teknis kegiatan dapat diberikan honorarium. 

Pasal 19 

Ba&t•n Kedua bolas 
Pengelolaan Keuangan Deaa 

(3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Biaya operasional antara lain terdiri dari biaya ATK, photo copy, biaya rapat- 
rapat dan biaya perjalanan dinas. 

( 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberikan biaya operasional 
pertahun. 

Pasal 18 

Bagiaa Kesebe•a• 
Lem'bap Pembordayaaa Masyarabt (LPM) 

(3) Besaran tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
{ 1) ditetapkan dengan Keputusan Bu pa.ti. 

(2) Biaya operasional antara lain terdiri dari biaya ATK, photo copy, biaya 
rapat-rapat dan biaya perjalanan dinas. 

( 1) Pengurus BPD diberikan tunjangan perbulan dan biaya operasional pertahun. 

Pasal 17 

Baglan Keaeplllah 
Badan Permusyawarataa. Dea (BPD) 



(4) Belanja Barang/ Jasa yang nilainya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan PPN sebesar 10% 
{sepuluh persen) dari nilai belanja. 

(5) Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) 
selain dikenakan PPN juga clikenakan PPh 22 sebesar 1 ,5% (satu setengah 
persen) dari nilai belanja. 

(3) Honorariwn Kegiatan dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) 
dari honorarium yang diterima. 

( 1) Penghasilan Apararur Desa dikenakan pajak apabila nilainya diatas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

(2) Penghasilan yang tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran Peraturan ini. 

Pasal 24 

Bagi•n Keenam Belaa 
Pltjak 

(1) Dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat maka 
dianggarkan Program/Kegiatan PKK Desa. 

(2) Program/kegiatan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
Pembinaan Administrasi PKK Desa, Pembentukan dan Pengembangan TOGA, 
Pengajian ibu-ibu PKK dan Gera.kan kesehatan Reproduksi Perempuan. 

Pasal 23 

Bagtan Kellma Belu 
Program PemberdaJBBD KesejahteraaD Keluup (PKK) 

(2) Besaran honorarium narasumber, bantuan transportasi narasumber dan uang 
saku peserta tercantum dalam Lampiran ini. 

(l)Kegiatan pelatihan dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium dan 
bantuan transportasi naraswnber dan uang saku peserta.. 

Pasal 22 

Bagian Keempat Belaa 
Kegiatan Pelatlhan 

(2) Besa.ran biaya bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran ini. 

(1) Untuk menunjang operasional aparat desa. maka dapat dianggarkan bantuan 
bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas roda dua. 

Pasal 21 

(2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran ini. 



(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. memberikan pedoman dan bimbingan palaksanaan keuangan desa; 
b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan Keuangan Desa 

yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa., pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBDesa; 

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa clan pendayagunaan 
aset Desa; dan 

d. memberikan pedoman dan bi.mbingan pelaksanaan adrn.inistrasi keuangan 
Desa. 

(1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Oaerah sebagaimana cfunaksud 
dalam Pasal 27 dilakukan oleh Apa.rat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. 

PasaJ 28 

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Desa. 

Pasal 27 

BABY 
PEMBlllAAll DAii PBllGAWASAlf KEUAllGAll DB8A 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk 
dilakukan evaluasi. 

(1) RAPBDesa dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD. 

Palas 26 

BABIV 
EVALUASI APBDe• 

(4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Anggaran Desa maka 
Pemerintah Desa dapat membuka rekening kas desa di Bank BRI atau Bank 
terdekat. 

(2) Pencairan anggaran desa d.ilakukan secara bertahap sesuai dengan 
keperluan/kebutuhan. 

(3) Desa. dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) sebagai saldo kas desa.. 

(1) ADD dan DD yang sudah ada direkening leas daerah akan ditransfer ke 
rekening kas desa melalui Bank Lampung. 

Pasal 25 

Bagjan Ket.Quh Belas. 
Transfer daD Pencairan Dana 



._,,._....,,. llURDIAKTOllO 
BBRITA DAERAB KABUPATEll LAJIPUKG 8BLATA1' T.AllUll 2016 IIOMOR 5"~ 

2016 

KABUPATBll LAMPUllO SBLATAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ,_ z.. ?.Wv"°~' 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal "2 X'n~~.-1 2016 
Pj. BUPATI LAllPUKG SBLATAN, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 21.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati 
Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBDesa 
Kabupaten Lampung Selatan clicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

BAB VI 
KETBNTUAK PEllUTUP 

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
meliputi: 
a. memfasilita.si administrasi keuangan Desa; 
b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.; 
c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, 

dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; 
d. fasilita.si penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan; 
e. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdaya.an masyarakat 

desa; dan 
f. membina clan mengawasi pengelolaan keuangan Desa clan pendayagunaan 

aset desa. 

Pasal 29 



Ukuran Bat.a (919x18) cm, 1 M2 : 

VoJume Bata. - 9 x 9 x 18 x 50 • 79,900 Jtr 
Volume Spesi • (9 x 100 x 100 l · Volume Bata • 17, 100 

Jika menggunakan Bat.a Bolong yang berukuran (9x9ld8} C1J1 untuk 1 M2 dibutuhkan 50 buah bata meka indeks 
aatuan pekerjaan di dapatkan dari pembaian : 
Ukuran Bat.a (Sxl lx22) cm, l M2 : 

Volume Bata - S x 11x22 x 70 • 83,700 M3 

Volume Spesi • (11 x 100 x 100) - Volume Bata - 25,300 

70,000 Bh Bata m 
0.230 Sak Semen 
0.036 M3 P68ir paaang 
0.048 M3 Kapur paaang 
0.300 Hok Pekerja 
0.100 Hok Tukang 

70,000 Bh Bata merah Sxl lx22 Cm 
0.379 &lk Semen 
0.038 M3 Pasir paaang 
0.015 M3 Kapur puang 
0.300 Hok Pekerja 
0.100 Hok Tukan 

ICI Bat& 1 :'.ii Bata cam. 

4 PJ:KD.J'AAR DDID11'G 
1112 Bata Merah 1lbnn. Sx1b22 TeW 1 ~Bat& cam 

1.200 M3 Batu belah 
3.260 Bak (PC) Semen 
0.520 M3 Pasir paaang 
1.500 Hok ~kerja 
0.600 Hok Tukang 

lPC:4PP 

1.200 M3 Batu be1ah 
4.040 Sak IPC) Semen 
0.485 M3 Pasir pasang 
1.500 Hok Pekelja 
0.600 Hok 

1PC:3PP 
3 

1 .. P'eltplmnn. Un eo.plank 
0.012 M3 Kayu Kasau 5/7 
0.020 Kg Paku campur 
0.007 M3 Kay\) papan 3/20 
0.100 Hok ~kerja 
0.100 Hok Tukang 

A. ANALISIS KEBUTUAHN MATERIAL DAN UPAH 

DAFTAR ARALISA KEBUTUllAN MATERIAL DAR UPAH, HORORARIUll, 
STAllDAR BIAYA, PBRGRASILAll TIDAK KERA PAJAK fPTKP), 
SERTA RAllCANGAll PERATURAB DESA TEllTANG APBDBSA. 

LAMPIRAN : PERAnJRAN BUPATI LAMPUNG SELA.TAN 
NOMOR S' TAHUN 2016 
TANGGAL 1l ?A-wUA-Fl.-l 2016 



lrelul B m aaMemhatlmd.a- 
1.100 M3 &Jok kayu 
5.600 Kg Paku 5• 
4.000 Hok Pdcerja 

12.000 Hok 

Catatan: 
Kusen pintu, kuaeo jendela, daun pintu. daun jeodela dapat di analisa per unit/plong 

&11uData11m 

Kelul ' 

Tc1-J.1Smm 

Ba.ta Merah • 50.000 Buah = 50 
Semen • 0,230 Sak x 0,68 • 0.156 Sak 
Pasir Paung • 0,048 W x 0,68 • 0,033 M3 

Pekerja • 0,300 Hok x 0,68 • 0,204 Hok 
TUkang • 0, 100 Hok x 0,68 • 0,068 Hok 

Semen 
Pa.air Puang 
~kerja 

- 50.000 Buah s 50 
- 0,379 Sak x 0,68 • 0,258 Sak 
• 0,038 M3 x 0,68 • 0,258 M" 
• 0,300 Hok x 0,68 • 0,204 Hok 
• 0 100 Hok x O 68 .. 0 068 Hok 

BataMerah 
18 Tebal 1 2 Bata ... IQ 

BerdQsarkan perbandingan Spcsi peda tabel, maka. indek& eatuan pekerjaan untuk bata·ba.ta (9xtxl8) adalab 
indeks (Sxl Jx22) di kalikan dengan 0,68 

Ukuran Beta (~18) cm, l M1 : 
Spasi : 17100 
Perbandingan : 0,68 



( Perhitungan luas adalah luas lantai + luas Ptin t 

1.000 Dus Ke:ramik 
0.200 Sak Semen 
0.045 M" Pekerja 
0. 720 Hok Pekerja 
0.125 Hok Tukang 

0.070 M• Split/Krokos 
0.044 M" Paeir 
0.364 Sak Semen 
0.720 Hok Pekerja 
0.036 Hok 

8 PBKD.JAAll LOTA! 
1 112 Laatal Betcm 1 : 3 : 6 TelMll T om dltat1a 

Catatan: 
1. Jika nmgk. atap menggunakan nmgka bitja ringan maka analisanya. menggunakan M~ 

(ketebalan bitja &jenis atap harud ditulis dengan lengksp) 
2. Jika Plapon menggunaka Gipeum maka analieanya manggunakan Y." 

1.100 M Seng Plate L • 0,8 M 
0.030 kl Paku Campur 
0.030 Hok Pekerja 
0.060 Hok Tukang 

5.000 bh Genteng Bubungan 
0.270 - Semen 
0.030 - Pasir 
0.400 Hok Pekerja 
0.200 Hok 

1 .. Pat.alum Air 

25.000 bh Genteng 
0.200 Hok Pekerja 
0.100 Hok 

IM' 

1.050 Lbr Lillt: Kayu Profit 
0.030 Kg Paku Campur 
0.050 Hok Pekerja 
0.050 Hok Tukeng 



15 HOK diperlulran 1 KEtua Kelampok 

"'l HOK: 27 M2 
•I HOK:27 ~ 
• 1 HOK : 27 M1' 
• 1 HOK : '27 M" 
• 1 HOK: 4 M" 
- lHOK: lOOOKg 

Kebutuhan HOK 
Penghamparan batu 5/7 
Penghamparan batu 3/5 
Penghamparen batu 2/3 
~ampe.nm batu 1/'2 
Peoghemparen lapisan atas 
Pengluunpanm aapal 

- Kebutuhan diseeuaikan dengan kondisi pelrerjaan jalan yang ada 
- Oibempar aepanjang pekerasan 
.. Dihampar eep&l\jang pekera8an 
• Dihampar aepaitjang pekerasan 
- Dihampar sepenjang pekerasan 
•3.5 Kg/M" 
• 0.25 Ms Drum Asphalt 

Kebutuhan Material 
Batu pecah 5/7 (T-5 cm} 
Batu Peceh 3/5 (T-3 cm} 
Batu pecah 2/3 (T-2 cm) 
Batu Pccah 1/2 (T-1 cm) 
Lapi8an ataa (T-1 an) 
Aspal (1 Drum • 155 Kg) 
Ka,yu bakar 

Faktor eusut batu • 1.200 
Faktor susut pa.sir • 1.200 
Faktor susut abu pasir • 1.200 
Lapi9 penutup/ataa dapat barupa pasir atau abu batu 

• 750 M'/Hr(6jam) 
- soo M' I Hr (6 Jam) 
• 375M' /Hr (6 jam) 
- 300 M' /Hr (6 jam) 

• 125.0 M'/Jam 
- 83.3 M'/Jam 
= 62.5 M'/Jam 
• 50.0 M'/Jam 

Untuk lebar perkeraaan 2-2.5 M .. 16 Lintaaan 
Untuk lebar perkeraaan 2. 75-3 M • 24 Lintaaan 
Untuk lcbar perkeruan 3.25-3.5 M • 32 Lintasan 
Untuk lebar perltera8an 3. 75-4 M s 40 Lintaacm 

13 JIBKBR.IAAJI MJlllALT LAPl8 PBmn'RA8I .. 

• 10- 12 Ton 
•8 

= 2000 M/Jam 
• 1.2 M 

Catalan : 15 HOK Pekmja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang 

Kemampuan alat berat (Pemadatan) 
Asumsi krupatan alat berat 
Lembar efektifpemadatan 
Jumlah linta!Uln 
Alat berat yang digunalakan 

- 4 M' /HOK Pckcrja 
.. 6 M8 /HOK Pl!kmja 
~ 8 M• /HOK .Pekerja 
• 6 M1 /HOK Pekerja 

Kemampuan kerja 
Pemecah batu 
Peoghemparen pa&ir bawah 
Pemasangan batu 
Pengkamparan paair atas 

• 0.20 M (Batu ukran 15/20) 
• 0.05 M 
•0.02 M 
- 1.20 
- 1.20 

Tebal batu tepi (15/20) 
Tebal pasir urug (lapisan ataa) 
Tebel pa&ir urug (lapisan bawah) 
Faktor auaut batu 
Faktor susut paair 

a 0.150 M (Batu Ukunm 10/15/ dan 5/7) 
(85 %Batu 10/15 - 15 % Batu Ukunm. 5/7) 

Tebal Perkeraaan (10/15 dan 5/7) 

12 

Paving dhitung per M• (sudah termaeuk HOK den Pa.sir) 
Kanat.ain dapet mengguna)can paaang batu bata 

11 PBBD.JAAJI PAVlllO BJ.Oil -- (BOWJ 

8.330 Kg Kawat Bronjong 3 mm 
1.200 M• Batu BeJah/Oelondongan 
1.200 Hok Pekaja 
0.530 Hok Tuk9ng 

10 PBBSIUAAJI BBROllJOllG 
1113- 

0.260 Kg Cat Kayu 
0.050 Ur Minyak Cat 
0.150 Lbr Amplas 
0.050 Hok Pekerja 
0.070 Hok Tukang 

0.300 Kg Cat Tembok 
0.110 Kg Plantir Tembok 
0.150 lbr Amplaa 
0.060 Hok Pekerja 
0.010 Hok 1'ukanR 

1112 •--.t 2 z ......._cat ·1cat Bull- fRn1ln 

1112 l'ellpcataa Dhldiq Tembolr. daD PldoDd m...,. llata 3 •Cat -- CBOW) 

1-~!~~ 
!;:,'.'],'. , r. ... · '' ·• ·, ' ;; •'; .;-~ · .,~.'.~)~(·t•il,'.'_:·:;:yi;,;J_~~~'.'~i~;~;~~;i~L~i~~~$.:f1t~J!i~.~';l~~iJ~t~P'-:J::i?:·.~~-:~;:, 

•ti ;:p;{·~..:;:. · .>' ~ ••.•· ..• ;;: · · ·:·· _;,;· .~ -: . • ,._ , .. :::.• •.• '.: t~,. .. •;•;· ' .. ::"···_- .. ; .. :•·· •,,;,;;···;: .. ;{<;a;;::•· . ,:, ,::;--"• .\, ·"' ~ ~ ,/•T:'.'..~0~ "~"" ••>;;t;·;,1u1n· ··; •. nt~::\:_••:t'• .' ,v ''L·:. ·:·• 
9 PBKBR.JAAJlf PBllGBCATA.11 



us PBBBRJAAll BBKl8TIKO 
Cetalrala lletoa aatak 1 .. lletoa - 

0.400 M3 Ka.vu Kelas m 
0.400 Kg Paku 
0.020 Hok Pekerja 
0.500 Hok Tukang 

catatan: 
Perhi 

Catatan: 
Besi Dia 6 • 2.6 Kg/Btg/ 12 M 
Beai Dia 10 • 7.4 Kg/Btg/12 M 
Besi Dia 12 • 10.7Kg/Btg/12 M 
Beai Dia 14 - 14.6 Kg/Btg/12 M 
Beai Dia 16 • 18.S Kg/ Btg/ 12 M 
Kebutuhan besi · · aecara manual sesuai d kebutuhan + 10 % samb 

0.015 Kg Kawat betom 
0.070 Hok Pekerja 
O.OTO Hok TUkang 

7.680 Sak Semen 
0.494 M3 Pasir Bcton 
0.770 M3 Krokos/Split 
1.650 Hok Pekerja 
0.275 Hok 

5.980 Sak Semen 
0.571 M3 Paair Beton 
0.753 M3 Krokos/Split 
1.650 Hok Pekerja 
0.275 Hok 

1113 beton K lSO betoft untuk bndaramt ..,,,. 4 

S.500 Sak Semen 
0.591 M3 PUir Beton 
0.753 M3 Krokoe/Split 
1.650 Hok Pelrerja 
0.275 Hok 

4.600 Sak Semen 
0.638 M3 Pasir 
0.761 M3 Krokos/Split 
1.650 Hok Pekerja. 
0.275 Hok 

- 375 M/Hr (6 jam) 
• 250 M /Hr (6 jam) 
- 188 M/Hr (6 jaw) 
• lSOM Hr 6' 

•62.5 M/jam 
,. 41.7 M/jam 
• 31.3 M/jam 
•25.0N ·am 

Untuk lebar pekerasan 2-2.5 M ,. 32 Lintaaan 
Untuk lebar pekerasan 2.75- 3M - 48 Lintaaan 
Untuk lebar pekeraaan 3.25-3.5 M - 31.3 Lintaaan 
Untuk lebar 3. 7 M " 80 Lintasan 

•2000 M/jam 
• 1.2 M 
-8 
- 10 - 12 Ton 

Kemampuan alat berat (pamadat) 
Asumsi kecepatan alat be:rat 
Lehar efektif pemadatan 
Jumlab lintasan 
Alat be:rat yang digunakan 

Cara kerja pengaspalan : 
1. Bersihkan oderlahg yang akan diaapal (dari tanah merah) 10 M8 /HOK 
2. Coating aspal 0.5 Kg/M3 {aet.elah pengembalian kondiei perkeraaan) 
3. Hamparan batu pecah 3/5 
4. Lalu dipadatkan {8 lintasan) 
S. Hampanm batu pecah 2/3 
6. Lalu dipadatkan (4 linteaan) 
7. Coating aepal 1.5 Kg/ Mm 
8. Hamparan batu l /2 
9. Lapu di padatkan (2 hntasen] 
10. Coating aapal 1.5 Kg/M'I' 
11. Hamper paair/abu batu ketcbalan 1 cm 
12. Lalu padat (2 lintuan) 

6.520 Sak Semen 
0.543 M3 Pasir Beton 
0. 762 M3 Krokos/Split 
1.650 Hok Pekerja 
0.275 Hok 

14 



Ro Un.Ian Pea.lelal&ll Belallfa SatuaD Bara Ket 
1 Peuelola Ke·--- Deea 

Honorarium Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan - Orang/ Bulan Rp. 400.000,- Keuangan Desa 

Honorarium Koordinator 
Pelaksana Pengelolaan - Orang/Bulan Rp. 300.000,- Keuangan Desa 

Honorarium Bendahara Orang/Bulan Rp. - 1.050.000.- 
Honorarium Bendahara Barang - Orang/Bulan Rp. 250.000,- 

Honorarium Pelaksana Teknis 1. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta Orang/Bulan Rp. 150.000,- Disesua.ikan 

2. Nilai pagu dana Rp. 100 [uta s.d Rp. 250 juta Orang/ Bulan Rp. 175.000,- dengan waktu 
pelaksanaan 

3. Nilai pagu dana Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta Orang/Bulan Rp. 200.000,- kegia.tan 
4. Nilai oaau dana diatas Rp, 500 iuta Orane:/ Bulan Rp. 225.000,- 

2 Tim/Panitia Keldatan 
Sampai Dengan Rp 100 juta 1. Ketua Orang/ Keg/Bin Rp. 125.000,- Disesuaikan 

2. Wakil Ketua Orang/Keg/Bin Rp. 120.000,- dengan waktu 
pelaksanaan 

3. Sekret.aris/ Koordinator Orang/ Keg/Bin Rp. 115.000,- kegiatan 
4. Staf/An22ota Orana/ Ke~/Bln Rp. 100.000~- 

Rp 100 s.d Rp. 300 juta 1. Ketua Orang/ Keg/Bin Rp. 160.000,- Disesua.ika.n 

2. Wakil Ketua Orang/Keg/Bin Rp. 140.000,- dengan waktu 
pelaksanaan 

3. Sekret.aris / Koordinator Orang/Keg/Bin Rp. 130.000,- kegiatan 
4. Staff Anzeota Orana/Kea/Bln Rp. 110.000.- 

300 juta keatas 1. Ketua Orang/Keg/Bin Rp. 200.000,- Disesuaika.n 

2. W akil Ketua Orang/ Keg/Bin Rp. 175.000,- dengan waktu 
pelaksanaan 

3. Sekret.aris / Koordinator Orang/ Keg/Bin Rp. 150.000,- kegiatan 
4. Staf / Anzaota Orana/Kea/Bln Rp. 125.000,- 

B. HONORARIUM 



1'0 JEIUS BELAllJA SA.TU.All fRp) KBT 
1 Makan Minum Rutin Maks. Rp. 500.000,-/bln 
2 Makan Minum Tamu Maks. Rn, 250.000.- /bln 
3 Perwatan Kendaraan Dinas Roda Maks. Rp. 1.500.000,- 

Dua /Tahun 
4 Biaya Jaminan Kesehatan (Kades, Rp. 80.000,-/org/bln 

Sekdes,Kaur/Kasi) 
5 BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Maks. Rp. 250.000,- 

/bln/unit 
6 Honorarium Narasumber : 

- Narasumber Propinsi Maks. Rp. 300.000,-/Jam 
- Narasumber Kabupaten Maks. Rp, 250.000,-/Jam 
- Narasmber Keeamatan Maks. Rp. 150.000,-/Jam 
- Narasumber Desa Maks. Ru. 100.000,-/Jam 

7 Bantuan Transportasi Narasumber : 
- Narasumber Proninsi Maks. Rp. 200.000.-/hari 
- Narasumber Kabupaten Maks. Rp. 150.000,-/hari 
- Narasumber Kecamatan Maks. Rp. 100.000,-/hari 

8 Bantuan uang saku/transport loka.l Rp. 50.000,- /Hari 
9 Biaya Perjalanan Dinas 

A. Dari Desa ke Kabupaten : 
1. Desa di Kee. Kalianda ke Kah. Maks. Rp.100.000,-/hari 
2. Desa di Kee. Palas ke Kah. Maks. Rp.150.000,-/hari 
3. Desa di Kee. Penengahan ke Maks. Rp.150.000,-/hari 

Kah. 
4. Desa. di Kee. Raiabasa ke Kab. Maks. Rp.150.000,-/hari 
5. Desa di Kee. Wav Panji ke Kab. Maks. Ro.150.000.-/hari 
6. Desa di Kee. Sidomulyo ke Kah Maks. Rp.150.000,-/hari 
7. Desa di Kee. Katibuna ke Kah. Maks. Rp.150.000,-/hari 
8. Desa di Kee. Bakauheni ke Kah Maks. Rp. l 50.000,- /hari 
9. Desa di Kee. Ketapang ke Kab. Maks. Rp.150.000,-/hari 

10. Desa di Kee. Sraai ke Kab. Maks. Rp.150.000,-/hari 
11. Desa di Kee. Candipuro ke Kah Maks. Rp.150.000,-/hari 
12. Desa di Kee. Merbau Mataram Maks. Rp.200.000,-/hari 

ke Kah. 
13. Desa di Kee. Tanjung Bintang Maks. Rp. 200.000,-/hari 

ke Kab. 
14. Desa di Kee. .Jatiazuna ke Kah. Maks. Rp. 200.000,- /hari 
15. Desa di Kee. Way Sulan ke Kab Maks. Rp. 200.000,-/hari 
16. Desa di Kee. Tanjung Sari ke Maks. Rp. 200.000,- /hari 

Kah. 
17. Desa di Kee. Natar ke Kah. Maks. Rp. 200.000,-/hari 

B. Dari Desa ke Propinsi: 
1. Desa. di Kee. Kalianda ke Prop. Maks. Rp.200.000,-/hari 
2. Desa di Kee. Palas ke Prop. Maks. Rp.200.000,-/hari 
3. Desa di Kee. Penengahan ke Maks. Rp.200.000,- /hari 

Prop. 
4. Desa di Kee. Raiabasa ke Prop. Maks. Rp.200.000.-/hari 
5. Desa di Kee. Way Panji ke Prop Maks. Rp.200.000,-/hari 
6. Desa di Kee. Sidomulyo ke Maks. Rp.200.000,-/hari 

Prop. 
7. Desa di Kee. Katibunz ke Prop. Maks. Rp.200.000,-/hari 
8. Desa di Kee. Bakauheni ke Maks. Rp.200.000,- /hari 

Prop. 

C. STANDAR BIAVA 



Status Pekeria PTKP fRD) 

Belum Kawin 36.000.000,-/Tahun 

Kawin, anak 0 39.000.000,-/Tahun 

Kawin, anak 1 42.000.000,-/Tahun 

Kawin, anak 2 45.000.000,-/Tahun 

Kawin, anak 3 48.000.000,-/Tahun 

D. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 

9. Desa di Kee. Ketapang ke Prop. Maks. Rp.200.000,-/hari 
10. Desa di Kee. Sragi ke Prop. Maks. Rp.200.000,-/hari 
11. Desa di Kee. Candipuro ke Maks. Rp.200.000,-/hari 

Prop. 
12. Desa di Kee. Merbau Mataram Maks. Rp.150.000,-/hari 

ke Prop. 
13. Desa di Kee. Tanjung Bintang Maks. Rp.150.000,-/hari 

ke Prop. 
14. Desa di Kee. Jati Agung ke Maks. Rp.150.000,-/hari 

Prop. 
15. Desa di Kee. Way Sulan ke Maks. Rp.150.000,-/hari 

Prop. 
16. Desa di Kee. Tanjung Sari ke Maks. Rp.150.000,-/hari 

Prop. 
17. Desa di Kee. Natar ke Prop. Maks. Rp.150.000.-/hari 

C. Biaya perjalanan dinas antar Maks. Rp. 200.000,-/hari 
kecamatan 



Rp ..•..•....•.................• 

Rp . 

Rp . 

Rp .•..................... 1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa. 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

b. Bidang Pembangunan 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran .•.... dengan rincian sehagai berikut: 

RANCANGAN PERATURAN DESA ••.•.•.•••.•.••• TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....•.............. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....•.............. DAN KEPALA DESA ...........................••... 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nepra tahun 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Nepra Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan den BeJanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 5558); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang 
.•...... ..•.. (Lembaran Daerah Kabupa.ten Tahun Nomor .....• 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung SeJatan Nomor ); 

6. Dst ... 

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Paeal 20 Peraturan Bupati Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan 
disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa 
.............. ten tang Anggaran Pendapatan den Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun 
Anggaran . 

KEPALA DESA ..•.....••••••....•..•. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RANCANGAN PERATURAN DESA •••••.•.••••••........ 
NOMOR .•.•.•••.••. TAHUN •.•....••• 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

Mengingat 

Menimbang 

PEMERINTAH DESA . 
KECAMATAN ........................• 

KABUPATEN •••.•.....•.•••••••• 

LAMBANG 
PEMDES 

E. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 



LEMBARAN DESA KECAMATAN ..••.• KABUPATEN .•.•.•.• TAHUN ••.•.•••• NOMOR •...•• 

Diundangkan di Desa . 
Pada tanggal . 
SEKRETARIS DESA . 

KEPALA DESA ...••••..•..•...... 

Ditetapkan di ···················· 
pada tanggal . 

Pasal 5 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam 

Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan 
Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Desa ini. 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, 
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Desa. 

Pasal 2 

========•=ac:•a= 
Rp . 

Rp ......................•....• 

Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

= = • m = = = = = ••= 

Rp . 

Rp .. 

Rµ . 
Rp . 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bidang Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Surplus/Defisit 



KODE 
URAIAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rn\. 
1 2 3 4 

1 P.B1fDAPATAJf 
1 1 Pendaoatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadava. Partisisnasi dan Gotonz Rovona 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 DanaDesa 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah 

kabuoaten 
1 2 3 Alo.kasi Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuanzan. 
1 2 4 1 Bantuan Prooinsi 
1 2 4 2 Bantuan Kabunaten 

1 3 Pendaoata.n Lain-La.in. 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang 

tidak menzikat. 
1 3 2 Lain-lain Pendanatan Desa yang sah 

JlJMLAH PENDAPATAN 

2 BBLAlt.JA 
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2 1 1 Pene:hasilan Tetan dan Tunianzan 
2 1 1 1 Belania Pezawai 

Penzhasilan Tetap Kepala Desa clan Pe.1-· ..;' at 
- Tuniane:an Keoeda Desa dan Peraneka.t. 
- Tunianzan Bendahara Desa 
- Tunianzan Penzurus BPD 

2 1 2 0 rasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor. 
- Benda POS 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

Lampiran Peraturan Desa 
Nomor 
Tahun 
Tentang : Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa 



KODE ANGGARAN KET 
REKENING URA IAN {Rp). 

- Photo coov 
- Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 
- Penvediaan komoonen instalasi listrik 
- Penvediaan Jasa Air. Listrik dan Telohone 
- Biava iasa internet I web site 
- Biava iasa iklan/ advetorial. 
- Biava Perialanan Dinas 
- Pakaian Dinas dan Atribut 
- Penvediaan peralatan rumah tanzza 
- Penvediaan Alat dan Bahan Kebersihan 
- Penyediaan makan dan minum harian 
- Penvediaan Makan dan minum Rapat 

Ru tin 
- Penvediaan makan dan minum Tamu. 
- Penvediaan cetak banner I soanduk/baleho 
- Penyediaan Bahan bacaan Koran/Majalah 
- Penvediaan buku/neraturan ner-UU-an 
- Pembavaran Paiak Kendaraan Dinas 
- Perbaikan Kendaraan Dinas. 
- Bantuan BBM Kendaraan Dinas ILokal) 
- Pemeliharaan peralatan Kantor. 
- Pemeliharaan meubelair kantor. 
- Penzurusan surat-surat tanah desa I 

Sertifikat 
- Penzadaan Papan Data Desa 
- Pengadaan Buku Administrasi Desa 
- Pengadaan Papan Nama Kantor Desa/PKK 

/BPD/LMP 
- dst ...... 

2 1 2 3 Belania Modal. 
- Komputer 
- Laotoo 
- Meia Kursi 
- Mesin Tile. 
- Printer 
- Kam.era 
- Lemari 
- Sound svtem 
-Televisi 
- Filline: Cabinet 
- Brankas 
- Kinas Anzin I AC 
- Kursi dan Meia Tamu. 
-Jen Set 
- dst ...... 



KODE ANGGARAN KET 
REKENING URA IAN (Rn\. 
2 1 3 Opersional BPD 
2 1 3 2 Belania Barana dan Jasa 

-ATK 
- Penzandaan/Cetak/Photo conv 
- Konsumsi Rapat, 
- Perialanan Dinas 
- dst ...... 

2 1 4 Operasional RT /RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 

-ATK 
- Pengandaan/Cetak/Photo coov 
- Konsumsi Raoat. 
- dst ...... 

2 1 5 Ooerasional LPM 
2 1 5 2 Belania Barana dan Jasa 

-ATK 
- Penzandaarr/ Cetak/Photo coov 
- Konsumsi Rapat, 
- Perjalanan Dinas. 
- dst ...... 

2 1 6 Biava iasa iaminan nemerliharaan kesehatan aparatur desa 
2 1 6 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Juran bulanan 

2 1 7 Musvawarah Pembanzunan Desa 
2 1 7 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honor Panitia 
-ATK. 
- Photo Coov 
- Makan dan Minum. 
- dst ...... 

2 1 8 Penyusunan Dokumen Perencaaan dan 
An1111aran 

2 1 8 2 Belania Barana dan Jasa 
- Honorairum Tim 
-ATK 
- Photo Coov 
- dst ...... 

2 1 9 Penvusunan Proftl Desa 
2 1 9 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honor 
-ATK 
- Photo copy I Cetak 
- dst ...... 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 1 10 Penzembanzan WEB Desa 
2 1 10 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honor 
-ATK 
- Photo coov I Cetak 
- dst ...... 

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBAllGU1'Alf 
DESA 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irizasi 
2 2 I 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 1 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 2 Pengasapalan Jalan Desa. 
2 2 2 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 3 Pembanzunan Jalan Onderlaag 
2 2 3 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 4 Pembukaan Badan Jalan 
2 2 4 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 2 4 3 Belania Modal 

- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 5 Pembangunan Jembatan 
2 2 5 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Upah Kena 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 5 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 6 Pembanzunan zorona-zorona 
2 2 6 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 6 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 7 Pembanzunan Sirina/ drainase 
2 2 7 2 Belania Barana dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 7 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 8 Pembanzunan irigasi tersier. 
2 2 8 2 Belania Barang dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 8 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 2 9 Pembangunan Pintu air 
2 2 9 2 Belania Barana dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 9 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 10 Pembangunan Jaringan air bersih I air min um 

2 2 10 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 10 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 11 Pembane:unan talud Zbroniong 
2 2 11 2 Belania Barana dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 11 3 Belania Modal 
-Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 12 Pembanzunan embunz 
2 2 12 2 Belania Barana dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorariwn 
- dst ....... 

2 2 12 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 13 Pembanzunan sumur bor dan jaringannya 
2 2 13 2 Belania Barane dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 



KODE ANGGARAN KET 
REKENING URA I AN 

(Rp). 
2 2 13 3 Belania Modal 

- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 15 Pembanzunan Bio Gas 
2 2 15 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 15 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 16 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedune:PAUD 
2 2 16 2 Belania Barang dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 16 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 17 Pengembanzan Poskesdes/Polindes. 
2 2 17 2 Belania Barang dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 17 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 18 Pembansrunan/Rehabilitasi POSY ANDU 
2 2 18 2 Belania Barang dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 18 3 Belania Modal 
-Semen 
- Material 
- dst ...... 



2 2 22 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 23 Pembanzunan Tempat Pelelangan Ikan 
2 2 23 2 Belanja Barang dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 2 19 Pembanzunan Jam.ban Keluarga 
2 2 19 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 19 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 20 Pembanzunan sarana air bersih 
2 2 20 2 Belania Barana dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 20 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 21 Pembamrunan Pasar Desa 
2 2 21 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 21 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 22 Pembanzunan Kios Desa 
2 2 22 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 2 23 3 Belania Modal 

- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 24 Pembanzunan tambatan Perahu/ derrnaza 
2 2 24 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 24 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 25 Pembanzunan sarana Wisata Desa 
2 2 25 2 Belania Baranz dan .Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 25 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 26 Pembanzunan Pespustakaan Desa. 
2 2 26 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 26 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 27 Pembanaunan TPA 
2 2 27 2 Belania Barang dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 27 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 



2 2 31 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 32 Pembangunan Sarana/ prasarana Keolahragaan. 

2 2 32 2 Belania Barang dan Jasa 
- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

KODE ANGGARAN KET 
REKENING URA IAN (Rp). 
2 2 28 Pembamrunan/Rehab Kantor Desa 
2 2 28 2 Belania Barana dan Jasa 

- Upah Kerja 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 28 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 29 Pembangunan/Rehab Balai Desa 
2 2 29 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 29 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 30 Pembamrunan/Rehab Kantor BPD. 
2 2 30 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 30 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 31 Pembangunan Sarana/ prasarana 
Keoariwisataan 

2 2 31 2 Belania Barana dan Jasa 
- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rn\. 

2 2 32 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 33 Pembanzunan Ruanz Terbuka Hiiau {RTH} 
2 2 33 2 Belania Barang dan Jasa 

- Unah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 33 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 34 Pembangunan Pos Kamling 
2 2 34 2 Belania Barang dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 34 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 35 Pembuatan Tuzu Batas Desa 
2 2 35 2 Belania Barana dan Jasa 

- Uoah Keria 
- Honorarium 
- dst ....... 

2 2 35 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ...... 

2 2 36 .•......•....•........•..............................•..•.•.• 

2 3 BmANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 

Ketertiban Masvarakat. 
2 3 1 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 



KODE ANGGARAN KET 
REKENING URA IAN 

(Rp). 
2 3 2 Keziatan Pemanfaatan Laban Pekaranzan 
2 3 2 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst.. 

2 3 3 Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Agama 
2 3 3 2 Belania Barana dan clasa 

- Honorarium 
-Konsumsi 
- dst .. 

2 3 4 Keziatan Pengajian Maielis Taklim 
2 3 4 2 Belania Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst.. 

2 3 5 Keziatan Pembinaan Risma 
2 3 5 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 6 Keeiatan Penvelenzzaraan MTQ 
2 3 6 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 7 Keaiatan Sunatan Massa! 
2 3 7 2 Belania Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 8 Keziatan Pelenvenzaaraan TPA 
2 3 8 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 9 Kegiatan Pengelolaan Sanggar Belajar dan 
sanezar seni Budava 

2 3 9 2 Belania Barana dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 



KODE 
URAIAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 3 10 Kegiatan Pendataan Administrasi 

Keoendudukan 
2 3 10 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 11 Keziatan Promosi/Pameran Unazulan Desa 
2 3 11 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 12 Keziatan Pengembangan Keolahrazaan 
2 3 12 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 13 Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan 
Narkoba/HN I AIDS 

2 3 13 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 3 14 .•..•....••.••....•..•.•............•.•.•.•..•..........•............... 
. . . . 

2 4 BIDARG PBJIBBRDAYAAJf llASYARAKAT 

2 4 1 Keziatan Pelatihan Peranzkat Desa. 
2 4 1 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
-Konsumsi 
- dst .. 

2 4 2 Keziatan Pelatihan BPD 
2 4 2 2 Belania Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 3 Keziatan 10 Prozram PKK 
- Keziatan Kesekretariatan PKK 
- Keziatan Pokia I 
- Keziatan Pokia II 
- Keziatan Pokia III 
- Keziatan Pokia N 



2 4 11 Kegiatan Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan 
Anak 

2 4 11 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

KODE ANGGARAN KET 
REKENING URAIAN 

(Rp). 
2 4 4 Keziatan Pelatihan LPM 
2 4 4 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 5 Keaiatan Muebanzdes 
2 4 5 2 Belania Barang dan .Jasa 

- Honor 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 6 Keziatan Pelatihan Bendahara Desa. 
2 4 6 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 7 Keziatan Stimulan Jamban Keluarga 
2 4 7 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 8 Keziatan Stimulan Rumah Kumuh 
2 4 8 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 9 Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan Posyandu 

2 4 9 2 Belania Barana dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 10 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD 
2 4 10 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 



KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 4 12 Keziatan Pelavanan Kesehatan Lansia 
2 4 12 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 13 Keziatan Penvusunan Proftl Desa 
2 4 13 2 Belania Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 14 Keziatan Palatihan Kepemudaan 
2 4 14 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 15 Keziatan Pelatihan Kelomnok Tani. 
2 4 15 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 16 Keziatan Lomba Desa 
2 4 16 2 Belanja Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 17 Keziatan Kesrak PKK. KB d Kesehatan. 
2 4 17 2 Belania Barang dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 18 Keaiatan BBGRM 
2 4 18 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 19 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan 
WEBSITE DESA. 

2 4 19 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 



KODE 
URAIAN 

ANGGARAN KET 
REKENING (Ro}. 
2 4 20 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) 
2 4 20 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 21 Pembinaan Pos Penvuluh Desa (Posluhdes) 
2 4 21 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 22 Penzembanzan Lumbunz Panzan Desa 
2 4 22 2 Belania Barana dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 23 Pembinaan dan Pengembangan usaha Budidaya 
Perika.nan ..... 

2 4 23 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 24 Pembinaan dan Pengembangan Usaha 
Peternakan ...... 

2 4 24 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 25 Pembinaan dan pembentukan usaha 
tlf'!rtanian ...... 

2 4 25 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 26 Pembinaan dan Pengembangan usaha industri 
rumah tanzaa/ kecil. ........... 

2 4 26 2 Belania Baranz dan Jasa 
- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 



KllERLARI 

Pj. BUPATI IAllPUBG SELATAll, 

Disetujui Oleh 
Kepala Desa . 

TTD 
( .....................•..... ) 

KODE 
URA IAN ANGGARAN KET 

REKENING (Rp). 
2 4 27 Pembentukan dan pengembagan usaha simpan 

luiniam dan nereuliran 
2 4 27 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 28 Keaiatan ........................................ 

3 PEllBIAYAAR. 
3 1 Penerimaan Pembiavaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Y anz dinisahkan. 

JUMLAH IRn\ 

3 2 Penzeluaran Pembiavaan. 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadanzan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH {Ro}. 



Ail&'~"~ MURDIANTONO 
UPATE1f LAMPUNG SELATA1f TAllUK 2016 lfOMOR s ~ DERITA DAERAll 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal z;z. 7 ~t/M-\ 2016 
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KHERLANI 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 22 ?A-tJUA-fl.t. 2016 
Pj. BUPATI LAMPUNG SELA.TAN. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 21.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Pert.a.ma Atas Peraturan Bupati 
Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBDesa 
Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

BAB VI 
KETENTUAlf PENUTUP 

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
meliputi: 
a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa; 
b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 
c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, 

dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; 
d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan; 
e. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

desa;dan 
f. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan 

aset desa. 

Pasal 29 



KllERLAJO 

Pj. BUPATI LAllPUJIG SBLATAll, 

Disetujui Oleh 
Kepala Desa . 

TTD 
( •••...........•..•......... ) 

KODE 
URAIAN ANGGARAN KET 

REKENING {Rp). 
2 4 27 Pembentukan dan pengembagan usaha simpan 

niniam dan nerzuliran 
2 4 27 2 Belania Baranz dan Jasa 

- Honorarium 
- Konsumsi 
- dst .. 

2 4 28 Keaiatari ........................................ 

3 PEllBIAYAAlf. 
3 1 Penerimaan Pembiavaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yang dipisahkan, 

JUMLAH (Rol 

3 2 Penzeluaran Pembiavaan. 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadanzan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH lRnl. 




